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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

 

Penyelesaian sengketa Rahasia Dagang yang melalui pengadilan, Rahasia 

Dagang tersebut sudah tidak dapat disebut sebagai Rahasia Dagang lagi. Hal 

tersebut terjadi dikarenakan penyelesaian melalui pengadilan, terdapat asas yang 

bertentangan dengan sifat Rahasia Dagang yaitu asas terbukanya persidangan. 

Dengan adanya asas tersebut persidangan dilangsungkan dengan terbuka, setiap 

orang dapat menyaksikan persidangan dari awal hingga sengketa tersebut selesai. 

Ketika pembuktian, Rahasia Dagang akan ditunjukkan dengan tujuan untuk 

membuktikan bahwa pihak lain telah menggunakan Rahasia Dagang miliknya, 

apabila pada kasus konkrit di atas, PT BPE beranggapan PT HCMI menggunakan 

Rahasia Dagang miliknya yang diperoleh dari mantan pekerja PT BPE. Akan tetapi 

dikarenakan Rahasia Dagang tersebut dibuka demi pembuktian, Rahasia Dagang 

tersebut sudah tidak dapat dikategorikan sebagai Rahasia Dagang lagi dikarenakan 

informasi rahasia yang memiliki nilai ekonomis tersebut sudah tidak bersifat 

rahasia lagi. Terlebih hasil putusan dari sengketa tersebut dapat diakses dengan 

mudah pada laman resmi direktori putusan dan setiap orang dengan mudah untuk 

memperoleh blue print pada sengketa tersebut. Selain sudah tidak dapat disebut 

sebagai Rahasia Dagang lagi, tentunya berimbas pada perlindungan Rahasia 

Dagang tersebut. Perlindungan Rahasia Dagang berakhir ketika informasi rahasia 

tersebut sudah tidak bersifat rahasia. Sehingga apabila terdapat seseorang 

menggunakan blue print pada kasus konkrit tersebut, seseorang tersebut tidak dapat 

disebut sebagai pelanggar dikarenakan pelanggar Rahasia Dagang sebatas spionase 

internal serta tindakan untuk memperoleh Rahasia Dagang tersebut berlawanan 

dengan undang-undang.  

Upaya untuk menjaga kerahasiaan dari Rahasia Dagang dalam halnya ketika 

terjadi sengketa penyelesaiannya melalui metode alternatif penyelesaian sengketa, 

tepatnya arbitrase. Penyelesaian melalui arbitrase sangat mengedepankan 

kerahasiaan sengketa, mulai dari para pihak yang bersengketa hingga berkas-berkas 
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dan pembuktiannya. Prinsip kerahasiaan yang difokuskan oleh arbitrase ini sejalan 

dengan kriteria Rahasia Dagang yaitu informasi rahasia yang memiliki nilai 

komersial harus tetap bersifat rahasia agar dapat disebut sebagai Rahasia Dagang. 

Sehingga dalam halnya terjadi sengketa Rahasia Dagang, upaya untuk menjaga 

Rahasia Dagang agar tetap bersifat rahasia melalui metode alternatif penyelesaian 

sengketa tepatnya arbitrase. Selain Rahasia Dagang yang dibuka tersebut tetap 

dapat menjadi rahasia dikarenakan prinsip kerahasiaan yang dipegang teguh dalam 

metode alternatif penyelesaian sengketa, hasil putusan arbitrase maupun perjanjian 

perdamaian tidak diunggah ke publik seperti hasil putusan pengadilan yang 

diunggah pada laman direktori putusan yang dapat diakses dengan mudah oleh 

setiap orang. 

 

Saran 

 

Dalam penyelesaian sengketa Rahasia Dagang alangkah baiknya 

menggunakan metode alternatif penyelesaian sengketa yaitu arbitrase. Hal tersebut 

dilatarbelakangi oleh prinsip kerahasiaan yang dianutnya yang dimana prinsip 

kerahasiaan tersebut sejalan dengan sifat dari Rahasia Dagang yang mengharuskan 

suatu informasi rahasia bersifat rahasia. Jika tidak, perlindungan Rahasia Dagang 

tersebut berakhir ketika Rahasia Dagang sudah tidak bersifat rahasia.  
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